BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 550.09/Kep.16J -Dishub/ 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PETUGAS PELAKSANAAN INSPEKSI, AUDIT DAN
PEMANTAUAN PEMENUHAN PERSYARATAN PENYELENGGARAAN KOMPETENSI

Menimbang

Mengingat

PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2023

BUPATI PURWAKARTA,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang
Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdapat
program nasional keselamatan lalu lintas dan angkutan
jalan yang terdiri dari S5 (lima) pilar, diantaranya
menyangkut Pengguna Jalan yang Berkeselamatan, yaitu
dengan menyelenggarakan kompetensi pengemudi;

. bahwa untuk menyelenggarakan kompetensi pengemudi

kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada huruf
a perlu membentuk Tim Petugas Pelaksanaan Inspeksi,
Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan
Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan
Bermotor Tahun 2023 yang ditetapkan dengan
Keputusan Bupati;

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968,
tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Perubahan ke dua atas Undang-
Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No
6760);

. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5052) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia No 6841);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6642;

. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang
Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6122);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Vv



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6642);

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan
Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 304);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022
Nomor 6);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9
Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah
Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 9);

14. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 73 Tahun 2022
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten
Purwakarta Tahun 2022 Nomor 73);

15. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 101 Tahun 2022
tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023
(Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022
Nomor 101);

16. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 40 Tahun 2023
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita
Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Membentuk Tim Petugas Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan
Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan
Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Tahun 2023

Susunan Tim Petugas Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan
Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan
Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Tahun 2023
sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari keputusan ini;

Tim Petugas Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan
Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi
Pengemudi Kendaraan Bermotor Tahun 2023 mempunyai
tugas pokok melaksanakan pendataan kompetensi
pengemudi, fasilitasi dan pembinaan serta pendataan
kelengkapan persyaratan administrasi kendaraan;



KEEMPAT . Dalam melaksanakan tugasnya Tim Petugas Pelaksanaan
Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan
Penyelenggaraan = Kompetensi  Pengemudi  Kendaraan
Bermotor Tahun 2023 berpedoman kepada ketentuan
perundang — undangan yang berlaku;

KELIMA :  Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan
ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023;

KEENAM . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 20 Februar 2023
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KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
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20 februar: 2023

PEMBENTUKAN TIM PETUGAS PELAKSANAAN INSPEKSI, AUDIT
DAN PEMANTAUAN PEMENUHAN PERSYARATAN
PENYELENGGARAAN KOMPETENSI PENGEMUDI KENDARAAN
BERMOTOR TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PETUGAS PELAKSANAAN INSPEKSI, AUDIT DAN
PEMANTAUAN PEMENUHAN PERSYARATAN PENYELENGGARAAN
KOMPETENSI PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2023

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Perhubungan

Ketua Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
Sekretaris . Kepala Seksi Angkutan Jalan

Anggota Unsur Non PNS Dinas Perhubungan Kabupaten

Purwakarta (8 Orang).
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